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ABSTRAK
Nama : Erma Windasari L
Nim : 10500113323
Judul : Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang
Kab. Enrekang
Skripsi ini berisi mengenai peranan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa
tanah yang terjadi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang. Dari hasil penelitian membuktikan
bahwa peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan memang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, terutama peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan perselisihan
sengketa tanah yang ada di masyarakat tentunya. Pemerintah Desa dalam menyelesaikan suatu
sengketa yang terjadi harus bersifat netral tanpa memihak siapapun.
Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, baik kegunaan praktis maupun teoritis
sehingga kita dapat mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah,
proses penyelesaian sengketa tanah oleh Pemerintah Desa dan wujud penyelesaian sengketa
tanah oleh Pemerintah Desa Bambapuang Kab. Enrekang.
Penelitian ini menggunakan jenis field research melalui penelitian ini dilakukan
pendekatan komunikasi. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara khusus kepada
informan yang telah ditentukan sebelumnya.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam
menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dimasyarakatnya. Adapun proses penyelesaian
sengketa yang dapat ditempuh yaitu mengajukan pengaduan, menghadirkan pihak-pihak yang
bersengketa, pengumpulan data, mediasi dan pembacaan putusan. Kemudian yang menjadi
wujud penyelasaian sengketa yaitu perdamaian, keputusan, dan perkara diajukan ke Pengadilan
Negeri Enrekang.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah
dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan
global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
2sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah
Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan,
dan menyejahterakan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah
kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
di Daerah. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah
tertentu. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding
3yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. Cakupan Wilayah adalah
Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau
kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.
Otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan
pemerintahan Sendiri (local self government) yang memiliki dua unsur utama, yaitu
mengatur (rules making,regeling) dan mengurus (rules application,bestuur). Pada
tingkat makro (negara) kedua wewenang itu lazim disebut sebagai wewenang
membentuk kebijakan (policy executing). Jadi, dengan pembentukan Daerah otonom
berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus oleh
local government.1 Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
undang-undang yang mengatur otonomi daerah itu dibentuk guna memenuhi
kebutuhan masyarakat yang menginginkan diberikan peran dan partisipasi yang lebih
luas dalam mengatur daerahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014) maksud dari hak, wewenang adalah
kewajibannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Desa atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
1Hoessein, Benyamin, Evaluasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Harian Suara Karya,
Jakarta, edisi 14 Februari 2002, h.IV
4yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Rumusan Masalah
dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan
masalah yaitu :
1. Bagaimana bentuk peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa
tanah di desa Bambapuang Kab.Enrekang?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah oleh Pemerintah di Desa
Bambapuang Kab.Enrekang?
3. Bagaimana wujud penyelesaian sengketa tanah oleh Pemerintah di Desa
Bambapuang Kab.Enrekang?
C. Tujuan Penelitian
51. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peran pemerintah desa dalam
penyelesaian sengketa tanah di desa Bambapuang Kab.Enrekang
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah oleh
pemerintah di desa Bambapuang Kab.Enrekang
3. Untuk mengetahui bagaimana wujud penyelesaian sengketa tanah oleh
pemerintah di desa Bambapuang Kab.Enrekang
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
pengetahuan mengenai peran pemerintah desa dalam menyelesaikan suatu
sengketa yang terjadi pada masyarakat.
b. Memberikan konstribusi pemikiran atau solusi mengenai proses
penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di masyarakat oleh pemerintah.
c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin
mengkaji secara mendalam tentang peran,proses dan wujud penyelesaian
sengketa tanah oleh pemerintah yang terjadi pada masyarakatnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian
dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum/pemerintah dalam
meminalisir konflik/sengketa yang timbul di dalam kehidupan masyarakat.
E. Kajian Pustaka
6Sebelum melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Peranan
Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang
Kab.Enrekang” peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan
perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini,diantaranya:
Pertama, buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah (Kewenangan
Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan)” oleh Suriansyah Murhaini yang
membahas kewenangan pemerintah daerah mengurus bidang pertanahan. Dalam
penelitian ini,peneliti membahas tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan
sengketa tanah.
Kedua, buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Desa” oleh Ni’matul Huda
yang membahas tentang Pemerintah desa dan kewenangan desa. Dalam penelitian
ini,peneliti membahas tentang proses penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah.
Ketiga, buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah” oleh Josef Mario
Monteiro. Yang membahas tentang pembentukan organisasi desa,kewenangan dan
peraturan desa. Dalam penelitian ini,peneliti membahas tentang wujud penyelesaian
sengketa tanah oleh pemerintah desa.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar Hukum Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
1. Pemerintahan Desa Menurut UU No. 23 Tahun 2014
Disadari bahwa bentuk pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 diselimuti oleh
semangat reformasi disegala aspek kehidupan bernegara, berlangsung secara cepat,
sehingga pada akhirnya dirasakan ada substansi atau praktek penyelenggaraannya
yang kurang sesuai dengan jiwa dan semangat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan
RI.
Adanya kekurangan dalam UU No. 22 Tahun 1999 baik dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa, telah disadari
oleh para wakil rakyat yang duduk di MPR RI yang melahirkan Ketetapan MPR No.
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi
Daerah. Bersamaan dengan itu dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000 telah
dilakukan Perubahan Kedua UUD 1945 yang antara lain telah merubah Bab VI
tentang Pemerintahan Daerah dengan menyempurnakan Pasal 18 menjadi Pasal 18,
18A, dan Pasal 18B. Salah satu butir rekomendasi menyebutkan: “Sejalan dengan
semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah
diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar
terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18
UUD 1945…”Atas dasar amanat Tap MPR diatas, kebutuhan untuk melakukan revisi
terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tidak terelakkan, apalagi pasal 18 UUD 1945 yang
menjadi dasarnya, pada perubahan kedua UUD 1945 telah disempurnakan dan
ditambah menjadi semakin jelas dan rinci.2
Kekurangan yang selama ini ada pada UU No. 22 Tahun 1999 adalah ketidak
jelasaan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Selama ini kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom
dapat diketahui melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tetapi peraturan
pemerintah yang mengatur kewenangan kabupaten dan kota sampai berakhirnya batas
waktu yang telah ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999 belum juga dikeluarkan,
akibatnya daerah (kabupaten dan kota) menafsirkan sendiri-sendiri kewenangannya.
Dalam situasi yang serba “tidak menentu” tersebut, Pemerintah justru mengeluarkan
Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2001, tentang pelaksanaan Pengakuan kewenangan
Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Kekacauan yuridis yang luar biasa.3
Akhirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
2Lihat dalam “Keterangan Pengusul atau RUU RI tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Tanggal 10 September 2003 oleh Badan Legislatif DPR RI”
3Ni’matul Huda,Otonomi Daerah, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2013,Hlm.147-148.
9Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah diganti dengan UU Pemerintahan Daerah
yang baru yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999, pengaturan desa dalam UU
No. 32 Tahun 2004 tidak mengandung perubahan yang signifikan. Beberapa
perbedaan yang ada lebih bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan
yang prinsipiil, diantaranya adalah.4
a. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat masyarakat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
b. Desa yang semula ditentukan hanya ada di Daerah Kabupaten, kemudian juga
bisa ada diwilayah perkotaan.
c. Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
d. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan
material/financial yang merupakan badan usaha milik desa.
e. Masa jabatan kepala desa dan badan badan perwakilan desa yang semula
sama-sama 5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun.
4 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan…, Op.Cit., Hlm. 146-147.
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Pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 43 UU No. 23 tahun 2014 adalah
“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
NKRI”. Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 kembali menegaskan, bawha
“Desa berdasarkan UU ini adalah desa itu yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau
dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota,
sebagaimana dimaksud dalam UU Negara RI Tahun 1945”.
Kemudian di dalam Pasal 200 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 ditegaskan,
”Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri
dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian dalam Pasal 2 PP
No. 72 Tahun 2005 ditegaskan , Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pemebentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. jumlah penduduk; b.
luas wilayah; c. bagian wilayah kerja; d. perangkat; dan e. sarana dan prasarana
pemerintahan“. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau
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bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau
lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2014 di atas, berupaya
melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat
setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya Daerah.
Negara hanya “mengakui” keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan
Pemerintahan Kepada Desa. Desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat (self governing community ), bukan disiapkan
sebagai entitas otonom sebagai local self government.5
Sutoro Eko menilai,6 UU No. 32 Tahun 2004 tidak mempunyai semangat
menghormati eksitensi Desa. Para pembuatnya tidak memperhatikan suara desa yang
menuntut penghormatan, keadilan, pemerataan, kesejahteraan, dan kemandirian desa.
UU No. 32 tahun 2004 mengawali kemunduran desentralisasi, otonomi dan
demokrasi Desa. Setidaknya ada empat isu pokok yang memperlihatkan kemunduran
itu. Pertama, Desa benar-benar hilang dari peta desentralisasi di Indonesia. UU No.
32 tahun 2004 tidak mengenal otonomi Desa, melainkan hanya mengenal otonomi
Daerah.
Kedua, kedudukan (posisi) Desa menunjukkan eksistensi Desa dalam susunan
ketatanegaraan RI. Baik UUD 1945 maupun UU No. 32 Tahun 2004 tidak secara
5 Didik Sukriono, Pembaharuan…, Op. Cit., Hlm. 111.
6 Sutoro Eko, “Masa Lalu, …, op. Cit., Hlm. 514-515.
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eksplisit menyebut otonomi desa. Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan :
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Propinsi dan
Daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai
pemerintahan Daerah.” Ini artinya negara hanya dibagi menjadi Daerah, yang
kemudian Daerah ditetapkan menjadi Daerah otonom (local self government). Negara
hanya mengakui keberadaan Desa, tetapi ia tidak membagi kekuasaan dan
kewenangan (desentralisasi) kepada Desa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 200
ayat (1), yang menyatakan “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk
Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan
Desa.” Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa Pemerintah Desa
merupakan subsistem atau bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, karenanya ia
menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam UU ini Desa
merupakan satuan Pemerintah yang ada dalam Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat desa
terdiri dari sekretaris desa dan perangkat Desa lainnya (Pasal 202). Desa yang
dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat,
Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampong di Kalimantan
Selatan dan Papua, di Negeri Maluku. Adapun yang dimaksud dengan “perangkat
Desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang
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terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan
unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.7
2. Dasar hukum Pemerintah Desa
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa
bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyrakatan Desa, dan pemberdayaan Desa. Dalam melaksanakan
tugasnya, Kepala Desa berwenang : a.Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa; b. Mengangkat  dan memberhentikan perangkat Desa; c. Memegang kekuasaan
pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan peraturan Desa; e. menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g.
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan
meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima
pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa; k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa; l.
memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara
partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunujuk kuasa
hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7 Lihat penjelasan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.
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dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.8
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berhak: a. mengusulkan
struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan
menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan,
dan penerimaan lainnya yang sah,serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan
perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandate
pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.9
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh
dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e.
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip
tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan
koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan
administrasi pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola keuangan dan Aset Desa; j.
8 Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014
9 Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014
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melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k.
menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan perekonomian
masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o.
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.10
Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014
diatas,maka dapat diketahui bahwa dasar hukum Pemerintah Desa dalam
menyelesaikan sengketa adalah UU No. 6 Tahun 2014 Bab V Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 26 ayat 4 huruf k yang berbunyi
Kepala Desa dapat menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi pada masyarakat
di Desa.
B. Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Kewenangan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 (dalam Hanif Nurcholis, 2011:69), kewenangan desa terdiri dari:
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota
10 Pasal 26 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2016
16
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.
Berkaitan dengan kewenangan desa diatas, juga diatur dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni kewenangan dibidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam Pasal
19 dinyatakan pula kewenangan desa lainnya yang meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
b. Kewenangan local berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pelayanan Pemerintahan Desa Menurut Hanif Nurcholis (2011:103)
pelayanan pemerintahan desa berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki
pemerintahan desa, yaitu pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat
(pelayanan publik), kedua, melakukan pembangunan (pelayanan pembangunan),
ketiga, menciptakan ketentraman,ketertiban, dan keamanan masyarakat (pelayanan
perlindungan).
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Administrasi Desa Bidang Pertanahan Menurut Hanif Nurcholis (2011:135)
administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.
Administrasi desa bidang pertanahan dicatat dalam buku administrasi umum.
Tertib Administrasi Pertanahan Tertib administrasi pertanahan menurut Ali
Achmad Chomza (2004:74) merupakan keadaan dimana untuk setiap bidang telah
tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian
hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan lengkap.
C. Landasan Teori
1. Teori Kewenangan
a. Pengertian kewenangan
untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan
sangatlah penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
kata ”wewenang” memiliki arti :
1). Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan,
2). Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung
jawab kepada orang lain,
3). Fungsi yang boleh dilaksanakan.
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam
lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya.
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Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal
dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan
eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang
tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan
pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu
bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk
memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
b. Jenis-jenis Kewenangan
Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang
sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat atupun lembaga tidak
dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan
yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Berdasarkan
sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu:
a). Wewenang personal
Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi,
pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
b). Wewenang ofisial
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wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang
yang berada di atasnya.
2. Teori Otonomi Daerah
a. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah
berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah
untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan
yang diserahkan kepada daerah adala mengenai urusan yang memberikan penghasilan
kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian
sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat
diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
ayat 6 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
a. Pelaksanaan Otonomi Daerah
Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999
yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja
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(2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan
undang-Undang No. 25 tahun 1999,mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam
Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam
penyusunan dan pelaksanaan APBD”.
Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Departemen Keungan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah
di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia
Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai
arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di
daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai
dilaksanakan secara efektif”. Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep
pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah
dimulai dari tahun 2001”.
b. Teori Fungsi Pemerintah Daerah
Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan
tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai
tujuan negara. Hal tersebut seperti yang telah kami sampaikan melalui tulisan
mengenai Arti Pemerintah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki
beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini.
Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi
pokok sebagai berikut:
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a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
b. Menyelenggarakan peradilan.
c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.
Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan
tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:
1) Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk
menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs)
2) Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang dilandasi dengan
mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang
kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan,
mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan
berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3) Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha
untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang
ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan
perekonomian.
Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi
sebagai berikut.
a) Fungsi Pelayanan
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Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan
pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar
negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup
pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang
menghargai kesetaraan.
b) Fungsi Pengaturan
Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-
undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah
pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik
dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga
mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.
Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang
telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan
Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.
c) Fungsi Pembangunan
Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya,
dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi
juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat
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membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih
dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan
Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.
d) Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)
Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini
menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup
dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang
didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta
masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk
meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat
menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus
memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan
demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila
kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan
nyata pemerintah.
D. Kerangka Fikir
Dari kasus yang ada dalam proposal saya ini bahwa para aparat penegak
hukum/pemerintah yang ada perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan terutama
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pada pelosok-pelosok desa disetiap kabupatennya agar tidak salah langka dalam
memutuskan ataupun mengambil keputusan.
Diharapkan para aparatur-aparatur hukum memaparkan,bentuk peranan
pemerintah, proses dan wujud penyelesaian sengketa tanah, sehingga ketika terjadi
kasus sengketa tanah tidak menguntungkan pihak yang tidak tahu ada cara
mendapatkan hak dan penyelesaian sengketa tanah tanpa adanya politik.
Bagan Kerangka Pikir
Tabel 2.1 Kerangka Pikir
Peran Pemerintah
Desa Dalam
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Bentuk Peranan
Pemerintah
Menyelesaikan
Sengketa Tanah
a. Mediasi
b. Mendamaikan
Proses Penyelesaian Sengketa
Tanah
a. Permohonan dari salah
satu pihak
b. Musyawarah
c. Diajukan Ke Camat
d. Diajukan Ke
Pengadilan
Wujud Penyelesaian
Sengketa Tanah
a. Perdamaian
b. Keputusan
Peranan Pemerintah Desa Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah
Sesuai Hukum Yang Berlaku
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E. Hipotesis
Dari rumusan masalah yang telah saya paparkan pada bab sebelumnya, dapat
saya berikan hipotesis, antara lain:
1. Bentuk peranan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah yaitu dengan
melakukan mediasi dan pemerintah dapat mendamaikan kedua belah pihak
yang bersengketa.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah adalah adanya permohonan penyelesaian
sengketa dari salah satu pihak, dilakukannya musyawarah
3. Wujud penyelesaian sengketa tanah yaitu melakukan perdamaian dan adanya
keputusan mutlak dari pemerintah setempat.
F. Definisi Operasional Variabel
a. Peran Pemerintah Desa
Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik antar warga desa
memang sangat dibutuhkan dirasakan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil
wawancara yang dilakukan dengan para informan.Untuk dapat mengatasi konflik-
konflik yang ada dimasyarakat desa, kepala desa harus melakukan mediasi dengan
memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan
pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi
masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya dan dana
yang tersedia. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan
memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu
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dibalik, pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan
seolah-olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu
gagasan seolah-olah mendukungnya. Setelah itu tiap-tiap pihak diberi kesempatan
untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.
b. Bentuk Peran Pemerintah Desa
Salah satu bentuk peran pemerintah desa yaitu Mediasi sebagai salah satu
alternatif penyelesaian sengketa juga telah dikenal luas dan menarik minat banyak.
Prof. Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul “Alternatif penyelesaian sengketa
di Luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)” mengumpulkan
beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut: Mediasi adalah
intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat
diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya
mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang
disengketakan (Christopher W Moore, 1986). Mediation in negotiation carried out
with the assistance of a third party. (Stephen B. Gotdberg, dkk, 1992: 103). Dalam
Undang-Undang No 30 Tahun 1999, Alternatif penyelesaian sengketa adalah
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Negosiasi melibatkan para pihak yang
bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat
dilakukan secara bersamasama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak
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yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri
oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukum.
Selanjutnya mediasi dan konsoliasi yang melibatkan pihak ketiga yang berperan dan
berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa dimana di dalam
mediasi berfungsi sebagai pihak ketiga yang dibatasi hanya sebagai penyambung
lidah dari pihak-pihak yang sedang bersengketa.
c. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
1. Permohonan dari Salah Satu Pihak
Salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan sengketa tanah
kepada pemerintah desa untuk di proses di desa,dengan prosedur yang telah
ditentukan.
2. Musyawarah
Pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa melalui musyawarah sering
berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa dan biasanya menempatkan instansi
pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa untuk bertindak sebagai mediator
dalam menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
3. Diajukan ke Camat
Apabila pendekatan musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak yag
bersengketa berhak mengajukan sengketa mereka kepengadilan,tetapi sebelum
kepengadilan sengketa tanah tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Camat.
4. Diajukan ke Pengadilan
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Setelah sengketa tanah diajukan ke Camat,barulah sengketa tersebut di ajukan
ke Pengadilan untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang ada.
d. Wujud Penyelesaian Sengketa Tanah
Wujud penyelesaian sengketa tanah terbagi atas dua yaitu :
1. Perdamaian
Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa
yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan
perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.
2. Keputusan
Keputusan adalah penarikan kesimpulan keterangan dari semua pihak yang
bersengketa, sehingga adanya atau timbulnya putusan yang kemudian hasil keputusan
ini disampaikan kepala desa selaku mediator sekaligus hakim dalam permasalahan
yang terjadi kepada para pihak yang bersengketa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Field research adalah bentuk
penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota
masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.
Metode field research digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen
dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan
demikian luasnya.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di desa
Bambapuang Kabupaten Enrekang, dengan alasan banyaknya tanah warisan yang
dijadikan sengketa oleh masyarakat setempat.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan sosiologi hukum yaitu mengenai hubungan hukum dengan moral
dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke
antara lain pada :
1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social
world” mereka.
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3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata
hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
D. Sampel dan Populasi
1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sengketa tanah yang di proses di
Kab.Enrekang.
2. Sampel penelitian ini adalah semua sengketa tanah yang di proses di desa
Bambapuang.
Sampel dapat diambil dengan cara purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.
E. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Dokumentasi
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama
data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data
yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi
beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-
lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di
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dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau
arkeologis.
2. Observasi
Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis
mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan
dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan(reabilitasi) dan
kesahihannya (validitasnya).
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses
psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang
harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti.
3. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti
terhadap nara sumber atau sumber data.
F. Instrument Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti,
meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap
bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara
akdemik maupun logikanya.
G. Teknik Analisa Data
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Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat
dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.
Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data
sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau
yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan
data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara
deskriktif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh
gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab
permasalahan yang akan diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di
Desa Bambapuang
Konflik adat sengketa tanah yang terjadi di desa Bambapuang kerap terjadi,
sengketa tanah yang terjadi di desa Bambapuang disebabkan karena banyaknya lahan
yang menjadi warisan untuk menjadi bahan perebutan tanah bagi para ahli waris yang
ditinggalkan oleh pewaris dimana memang tanah sangat berguna bagi masyarakat
demi menghidupi kebutuhan mereka, dimana tanah tersebut dapat dijadikan lahan
untuk mencapai atau mendapat keuntungan dari hasil lahan tersebut, juga harga tanah
yang meningkat dengan cepat, dimana kondisi warga/masyarakat yang semakin sadar
dan peduli akan kepentingan/haknya. Pihak-pihak yang bersengketa tersebut akan
menuntut hak atau menggugat para ahli waris sah ketika pewaris telah meninggal
dunia. Penguasaan tanah secara yuridis akan memberikan kewenangan kepada
pemegang hak untuk menguasai tanah yang dihakikinya. Keinginan manusia yang
selalu ingin menguasai dan memiliki tanah, tentu saja bisa menimbulkan sengketa di
antara masyarakat itu sendiri, sebab itulah diperlukan adanya aturan-aturan yang jelas
dalam kepemilikan tanah. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat
untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa
yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang
memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah melalui jasa mediasi.
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Dan yang paling sesuai untuk menjadi mediator dalam hal ini adalah pemimpin
wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan
tentunya dihormati oleh warganya.
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa juga telah dikenal
luas dan menarik minat banyak. Prof. Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul
“Alternatif penyelesaian sengketa di Luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi,
dan Arbitrase)” mengumpulkan beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi
sebagai berikut: Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi
oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak
mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak
yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam
penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Christopher W Moore,
1986). Mediation in negotiation carried out with the assistance of a third party.
(Stephen B. Gotdberg, dkk, 1992: 103). Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999,
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."
Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para
pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak
membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator
untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan
tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi
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pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral
bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh
kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (win-win solution).
Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh
hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai
secara fisik tanah yang dihaki. Dalam UUPA telah diatur dan ditetapkan tata jenjang
atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional :
1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan
atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata
beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam pasal 3, beraspek
perdata dan publik.
4. Hak-hak perorangan/individual,semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara
langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang
disebut dalam pasal 16 dan 53`
b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan , pasal 49. 4
c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut “Hak tanggungan” dalam pasal 25,
33, 39 dan 51.
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Semua hak penguasaan atas tanah berisikan tentang serangkaian wewenang
dan kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya. Penguasaan hak atas tanah
terdiri atas Penguasaan secara perorangan/individual yang beraspek perdata dan
penguasaan tanah bersama atau yang lebih dikenal dengan Tanah Adat, dalam UUPA
disebut dengan Hak Ulayat, yang beraspek perdata dan juga beraspek publik. Atas
dasar hak menguasai dari Negara tersebut dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada
daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak
menguasai dari Negara kepada masyarakat hukum adat. Di dalam hukum adat, antara
masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang di kuasainya, terhadap
hubungan yang erat sekali dan hubungan yang bersifat pandangan religio magis.
Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini, menyebabkan masyarakat hukum
adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil
dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah, dan juga berburu terhadap binatang-
binatang yang hidup di wilayah persekutuan hukum adat. Dengan demikian macam-
macam hak penguasaan atas tanah salah satunya disebut hak ulayat.
Hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang
dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan
tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat
hukum adat adalah warga asli desa Bambapuang yang sejak kelahirannya hidup
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dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat  dengan rasa
solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
Masih adanya Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, dapat
diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Tetua Adat dalam
kenyataannya, yang diakui sebagai pengemban kewenangan dalam memimpin dan
mengatur penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama masyarakat tanah
adat yang bersangkutan.
Di desa Bamba puang ini peran pemerintah desa menganut tiga unsur penting
dari desa yang menurut IGO Penting, yaitu Kepala Desa, Pamong Desa dan Rapat
Desa. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa, ia adalah
penyelenggara urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah, dalam
pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan pendapat desa. Di dalam pelaksanaan
tugasnya kepala desa dibantu oleh pamong desa yang sebutannya berbeda-beda
daerah satu dengan yang lainnya. Untuk hal-hal yang penting kepala desa harus
tunduk pada rapat desa.
Menurut kepala dusun bambapuang bahwa peran beliau dalam menyelesaikan
sengketa tanah yang terjadi adalah menerima aduan dari pada pihak yang
bersangkutan dan ketika sudah ada laporan pengaduan dari salah satu pihak barulah
beliau menangani sengketa tersebut, adapun pengaduan yang pernah beliau tangani
yaitu sengketa batas dan sengketa kepemilikan. Yang dimaksud dengan Sengketa
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Batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas
bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia ataupun yang masih dalam proses penetapan batas.
Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Kepemilikan adalah adanya upaya dari
pihak lain untuk mendapatkan hak atas tanah agar berpindah menjadi miliknya.
Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa
Bambapuang,memang benar bahwa pemerintah desa sangat berperan dalam
menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada masyarakatnya tersebut.
Menurut nara sumber Bapak Abd.Muis selaku kepala desa Bambapuang
bahwa peran pemerintah desa sampai saat ini,dalam menyelesaikan sengketa
pertanahan yang terjadi, beliau dan staf desa masih mengacu pada UU Belanda yang
mengatakan bahwa kepala desa sebagai mediator sekaligus hakim dalam
menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat, beliau
mengatakan bahwa beliau pernah mengikuti sebuah penyuluhan hukum dimana
pemateri membawakan seminar tentang peran kepala desa dalam menyelesaikan
suatu masalah yang terjadi di desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai
penyelesaian perselisihan.11 Yang sekarang sejalan dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 26 ayat 1 menyebutkan “Kepala Desa
11 Bapak Abd.Muis, Wawancara, Kepala Desa Bambapuang, 10 Maret 2017
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bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.12
Adapun yang beliau ungkapkan bahwa bentuk peran pemerintah desa dibawah
kuasanya yaitu dalam bentuk medamaikan secara kekeluargaan, mengajukan mediasi
(adanya pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan sengketa antara para pihak yang harus berada pada posisi netral dan
tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, Ia harus mampu menjaga kepentingan
para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan
kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa).
Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa
yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan
perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.
Beliau juga mengungkapkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang
dijalankan ini memiliki kelemahan, dimana tidak mengikat, bahkan kedua belah
pihak yang telah setuju mengambil jalur damaipun kadang menggugat kembali
karena merasa tidak adil, dan bentuk penyelesaian sengketa tanah ini pun tidak
memiliki kepastian hukum.
B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Pemerintah di Desa Bambapuang
12 Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2016
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1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang
Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan
pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus
pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :
a. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
b. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan /
haknya.
c. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.
Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict
of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret
antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan
hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di
atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus
pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons / reaksi / penyelesaian
kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).
Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga
dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu : “Timbulnya sengketa hukum yang
bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-
keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun
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kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.
Peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum mengenai penyelesaian
sengketa hukum atas tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 tahun 1999 serta dasar operasional dalam Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja
direktorat agraria propinsi dan kantor agraria kabupaten/kotamadya, khususnya pasal
35 mengenai pembentukan seksi bimbingan teknis di bidang pengurusan hak-hak
tanah dan menyelesaikan sengketa hukum yang berhubungan dengan hak-hak tanah.
Mekanisme penangan sengketa hukum atas tanah lazimnya diselenggarakan
dengan pola sebagai berikut13:
a. Pengaduan
Dalam pengaduan berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa
pemohon/pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan dengan
dilampiri bukti-bukti serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar terhadap
tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan pemohon.
b. Penelitian
13 Dyara Radhite Oryza, 2016, Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan
Perizinannya, Buku Pintar, Jakarta, hal. 274.
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Mekanisme berikutnya setelah pegaduan adalah penelitian berupa
pengumpulan data atau administrasi dan hasil penelitian fisik di lapangan mengenai
penguasaanya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah
pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.
c. Pencegahan Mutasi
Tindak lanjut dari penyelesaian sengketa adalah atas dasar petunjuk atau
perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa kepala kantor agraria yang
bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah pengamanan berupa
pencegahan untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutasi. Tujuan
dilakukannya pencegahan atau mutasi adalah menghentikan untuk sementara waktu
segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan.
d. Mediasi
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para
pihak sengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat
netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria untuk
menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu :
1. Cakap melakukan tindak hukum
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2. Berumur paling rendah 30 tahun
3. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu
satu bulan)
4. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.
Selain itu, mediator (atau pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2 Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang
bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang
mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk
menunjuk atau mengangkat mediator.
b. Kadang – kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang
mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang
bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
c. Dalam banyak kasus ( khususnya di luar negeri ) terdapat konferensi awal
atau konferensi jarak jauh di mana masalah prosedural disepakati. Sering
kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing –
masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.
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d. Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat, yang dinilai
nyaman dan menyenangkan oleh para pihak.
e. Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, dimana
mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi.
f. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan
berbicara dengan salah satu pihak secara pribadi dan rahasia selama
berlangsungnya mediasi.
g. Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak
siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat gagalnya
mediasi, yang dibutuhkan adalah pera yang lebih aktif di pihak mediator.
h. Proses itu sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang
akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan agar masih dalam
jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai14.
i. Penyelesaian Melalui Pengadilan
Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mendatangkan hasil maka
sengketa harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan. Jadi pada
umumnya sifat dari sengketa adalah adanya pengaduan yang mengandung
pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan/prioritas atau
adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya.
14 Ibid, hlm. 8
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Para pihak menghendaki penyelesaian sengketa yang mendasarkan atau
memerhatikan peraturan yang berlaku, memerhatikan keseimbangan kepentingan
para pihak, menegakkan keadilan hukum dan penyelesaian tersebut harus tuntas. Pada
masyarakat desa, peran kepala desa sangat penting dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi warganya. Persoalan yang menyangkut warga desa dimusyawarahkan
terlebih dahulu dalam rapat desa atau dibicarakan dengan sesepuh desa untuk
memperoleh pemecahan yang tepat dan memuaskan bagi semua pihak. Upaya
penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan cerminan corak khas tata
kehidupan masyarakat adat tradisonal yang memiliki sifat kebersamaan, gotong-
royong, dan kekeluargaan.
Berbicara mengenai tanah adat di desa Bambapuang selain tidak dapat
dipisahkan dengan sejarah tanah adatnya juga tidak bisa dilepaskan dengan
masyarakat hukum adat selaku pemilik dari tanah adat. Masyarakat hukum adat diatur
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
Konsep mengenai tanah adat tidak langsung diartikan namun beberapa ahli
hukum telah mengartikan kedalam hak ulayat dan hak milik sebagai tanah adat. Hak
ulayat dan yang serupa itu (tanah warga) dari masyarakat hukum adat, adalah
kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat
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tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk
menggambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut,
bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat
tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Adapun proses penyelesaian sengketa tanah yang dapat di tempuh menurut
kepala dusun desa Bambapuang. Beliau menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh
bapak Kepala Desa memang benar bahwa pemerintahan Desa dalam menyelesaikan
sengketa yang terjadi dimasyarakat, pemerintah desa masih mengacu pada UU
Belanda. “Benar,memang sampai saat ini UU Kolonel Belanda masih dijalankan atau
masih berlaku. tegasnya”.15
Proses penyelesaian sengketa yang dimaksud oleh nara sumber Bapak
Baharuddin yang merupakan kepala Dusun Desa Bambapuang adalah beliau
mengatakan,pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti prosedur desa yang ada :
1. Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun
Setelah salah satu pihak mengajukan pengaduan,kepala dusun kemudian
menangani sengketa tersebut, meminta keterangan dan berusaha mendamaikan secara
kekeluargaan terlebih dahulu, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai
barulah sengketa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa.
15 Bapak Baharuddin, wawancara, Kepala Dusun Desa Bambapuang, 13 Maret 2017
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2. Kepala Desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa
Kepala desa terlebih dahulu menghadirkan pihak a sebagai pihak pertama
(penggugat), meminta keterangan, lalu menghadirkan pihak b sebagai pihak kedua
(tergugat) kemudian dimintai keterangan mengenai sengketa tanah yang
diperebutkan.
3. Mengumpulkan Data
Kepala Desa meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang
dipersengketakan dari kedua belah pihak, mencari tahu siapa pemilik awal dari tanah
sengketa tersebut, siapa turunan yang berkaitan dengan tanah sengketa, terkadang
saat-saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah, ketua adat yang merupakan tetua
kadang di libatkan, karena mereka lebih mengetahui dan memahami silsilah
mengenai tanah yang ada di desa Bambapuang.
4. Mediasi
Kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam rapat siding desa,
kepala desa selaku mediator berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu
masyarakatnya yang bersengketa, karena kebanyakan kasus-kasus yang beliau
tangani, pihak-pihak yang bersengketa tak lain adalah memiliki hubungan keluarga.
5. Keputusan
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Kepala desa kemudian memutuskan siapa yang lebih dekat dengan hak
kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan hasil pengumpulan data yang diperoleh
dari berbagai pihak, kemudian disampaikanlah kepada bapak ataupun ibu yang
bersengketa, bahwa pihak inilah yang memang benar mempunyai hak untuk
menguasai tanah sengketa tersebut.
6. Pihak yang menolak keputusan membawa kasus ke Camat
Namun apabila salah satu pihak keberatan mengenai pembacaan keputusan
oleh kepala desa, maka kasus sengketa ini kemudian diserahkan ke kecamatan,setelah
menembus ke kecamatan barulah kasus ini di bawah ke Pengadilan Negeri Enrekang
untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.
7. Penyelesaian Melalui Pengadilan
Apabila usaha melalui jalan mediasi dan pemberitahuan keputusan tidak
mendatangkan hasil maka sengketa tanah harus diselesaikan oleh instansi yang
berwenang yaitu pengadilan.
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Tabel 1
Sengketa Tanah di Kecamatan Anggeraja dirinci menurut Kelurahan Desa
Desa Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Bambapuang - - - - -
Tindalun - 1 2 - -
Cakke 3 1 2 1 2
Sumullung 1 2 - 2 1
Lurah - 2 - 2 1
Sumber Data: Data yang dianalisis di PN Enrekang
Dari data kasus sengketa tanah yang telah dianalisis di PN Enrekang
membuktikan bahwa desa Bambapuang adalah desa yang tidak pernah mengajukan
kasus sengketa tanah di PN Enrekang dilihat dari tabel diatas.
Salah satu faktor sehingga masyarakat desa Bambapuang tidak pernah
mengajukan kasus ke PN Enrekang adalah karna masyarakat mengetahui bahwa akan
memunggut biaya pengadilan yang banyak dibanding dengan tanah yang
dipersengketakan itulah sebabnya masyarakat selalu berakhir damai.
Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah telah menempatkan sejumlah prinsip
penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (litigasi), maupun diluar
peradilan (non litigasi). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian
sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan
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oleh Umar bin Khattab ra : “Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak
keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya
penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak”. Adapun juga ayat
yang menjelaskan tentang suatu perkara disarankan untuk melakukan perdamaian,
diantaranya yaitu Surah Al-Hujurat Ayat 1016
Terjemahannya:
Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah
antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu
mendapat rahmat.
Dari ayat diatas sngat jelas bahwa dalam menyelesaikan masalah perlu yang
namanya perdamaian dan pertemuan dari berbagai pihak dan melakukan musyawara,
sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut17:
 ْﻦَﻋ ِْﰊَا َة َِﴈَر ُﷲ ُﻪْﻨَﻋَﺎﻗ َل:َﺎﻗ ّل ْﻮُﺳَر ُل ِﷲ ُﷲ: ُر ْﺆُﻣ
 ٌﻦََﻤﺗ.اورهﱰﻟاﺬﻣيوﻮﺑادوواد
Artinya:
16 Al-Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, PT. Ikrar Mandiriabadi, Bekasi,
Februari 2016
17 Https://almanhaj.or.id, 3874-Perdamaian
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Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Musyawarah
adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud).
Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka
musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah salah
satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan
persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau ‘urung rembuk’.
Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah salah satunya yaitu
mengenai sengketa kepemilikan tanah, berikut adalah salah satu contoh kasus
sengketa milik yang terjadi di desa Bambapuang, yaitu antara Mahasang dan
Suhikmah.
Seorang penduduk desa Bambapuang Kab. Enrekang bernama Marunama
mewariskan sebidang tanah yang terletak di desa Bambapuang kepada anaknya yang
bernama Siwangka. Tanah waris tersebut dikelola dan diterima oleh ahli warisnya
tersebut dan menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Sejak diikrarkan lafal
pemindahan/pemberian hak atas tanah oleh pewaris yang bernama Marunama, bahwa
sebidang tanah tersebut diwariskan kepada Siwangka pada tahun 1984 dengan
diketahui dan disaksikan oleh adik kandung Marunama yaitu Mahasang dan Teja,
maka kepemindahan hak milik tanah oleh Marunama tersebut sah. Dalam
perkembangannya, setelah pewaris Marunama dan ahli waris Siwangka meninggal
dunia, Suhikmah selaku ahli waris dan anak dari Siwangka ini ingin menjual tanah
miliknya tersebut kepada pihak kedua yang akan membeli sebidang tanah tersebut.
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Dari pihak Mahasang, setelah mendengar keinginan cucu dari kakaknya yang
ingin menjual tanah tersebut kemudian keberatan atas jual beli tanah tersebut, yang
kemudian mengaku bahwa tanah milik kakaknya tersebut tak lain adalah hak
miliknya sendiri. Mendengar keberatan dari pihak Mahasang, ahli waris suhikmah
kemudian berkonslutasi kepada kepala desa, agar permasalahan tersebut dapat
diselesaikan secara kekeluargaan. Sesuai aturan yang berlaku pihak suhikmah
mengajukan aduan kepada kepala dusun terlebih dahulu mengenai sengketa hak milik
tanah ini dengan hadirnya pihak Mahasang, tapi kedua belah pihak tidak ada yang
mengalah dan masing-masing masih beteguh pada pendirian bahwa tanah tersebut
memang benar adalah hak milik dari kedua belah pihak.
Karena kedua belah pihak tidak bisa didamaikan oleh kepala dusun, kedua
belah pihak pun kemudian diserahkan kepada kepala desa, kepala desa setelah
melakukan penelitian terhadap kasus tersebut kemudian memanggil kedua belah
pihak untuk hadir di dalam persidangan desa, dimana hadirnya kedua belah pihak,
ketua adat yang mengetahui asal-usul kepemilikan dan kepala desa selaku mediator
yang telah disetujui oleh semua pihak yang berada dalam persidangan desa tersebut.
Persidangan dijalankan dimana ada suara dari pihak Suhikmah yang mengatakan
bahwa “ benar jika tanah tersebut adalah hak milik saya, karena sebelum
meninggalnya ayah saya, dia mengatakan bahwa tanah ini ia wariskan kepada saya
yang tadinya ia dapatkan dari ibunya yaitu Marunama ”. Setelah mendengar
pengakuan dari masing-masing pihak, yang pada akhirnya sesuai dengan bukti-bukti
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dan fakta yang ada kepala desa kemudian memenangkan kasus dari pihak Suhikmah
yang memang benar adalah pemilik sah dari tanah yang diwariskan Siwangka
tersebut, dari pihak Mahasang mengaku tidak keberatan lagi dan menerima keputusan
bahwa tanah tersebut adalah milik cucunya dan kasus ini juga turut mendamaikan
perselisihan atau rasa tidak enak antara cucu dan kakek ini.
Mendasarkan pada contoh di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal terjadi
sengketa hak milik tanah, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pertama-tama
adalah upaya musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan, baru apabila
kemudian dari musyawarah yang dilakukan kepala dusun tidak menemukan titik
temu, penyelesaiannya masih diupayakan melalui kepala desa atau diadakannya
sidang desa.Penyelesaian sengketa tanah diupayakan agar tetap mengikuti
cara/prosedur yang telah diatur . pentingnya mengindahkan peraturan yang dimaksud,
karena menghindari tindakan melanggar hukum.
Di Desa Bambapuang ketika menghadapi banyaknya pengaduan mengenai
sengketa tanah, pemerintah desa selalu mendapatkan solusi untuk masyarakatnya
yang bersengketa dan berakhir damai. Keterangan dari kepala Desa Bambapuang
mengatakan bahwa “Selama masa jabatan saya, belum ada pihak-pihak yang
bersengketa yang perkaranya sampai ke Pengadilan Negeri, mereka selalu berakhir
damai”. ucapnya.
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Tabel 2
Data Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di desa Bambapuang Kab.
Enrekang  Tahun 2012-2016.
No
.
Tahun JumlahSengketa Sengketa yang selesai di Desa
Sengketa yang selesai di
Camat
Selesai di
Pengadilan Negeri
Enrekang
1 2012 10 10 - -
2 2013 5 5 - -
3 2014 4 4 - -
4 2015 2 2 - -
5 2016 3 3 - -
Jumlah 24 24 - -
Sumber data : Kantor Desa,2017
Semua kasus yang diproses di desa tidak ada yang lanjut ke camat dan
Pengadilan Negeri Enrekang disebabkan
1. Kinerja Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah sehingga dapat
menyakinkan warganya untuk menyelesaiakan sengketa secara
damai/kekeluargaan.
2. Apabila sengketa yang tidak terselesaikan di desa akan diproses ke camat dan
Pengadilan Negeri Enrekang dimana membutuhkan waktu yang lama ,
disamping yang bersengketa merupakan keluarga dekat,tidak jarang saudara
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kandung, sehingga sangat memungkinkan sengketa tanah diselesaikan secara
kekeluargaan.
C. Wujud Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Pemerintah Desa Bambapuang
Wujud penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Desa bambapuang
terdiri dari tiga wujud yaitu :
1. Perdamaian
Seperti yang telah dikemukakan oleh nara sumber diatas, bahwa bentuk
penyelesaian sengketa tanah yang diprioritaskan adalah mendamaikan kedua belah
pihak yang bersengketa, adapun wujud dari penyelesaian sengketa tanah adalah
perdamaian, yang artinya dimana terlaksana/tercapainya kesepakatan diantara dua
pihak untuk melakukan perdamaian.
Tabel 3
Jangka Waktu dan Biaya Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang
Kab. Enrekang
No Lamanya Proses Sengketa diDesa Biaya dalam Proses Sengketa
1 3-4 kali Mediasi (1 minggu) Konsumsi Rp. 250.000.,
Sumber data : Kepala Desa Bambapuang
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Jangka waktu  proses sengketa yang terjadi di desa Bambapuang adalah 3
sampai 4 kali dalam melakukan mediasi atau 1 minggu yang dilakukan oleh pihak-
pihak yang bersangkutan dan pemerintah Desa Bambapuang.
Dalam pelaksanaan proses sengketa tanah ini memakan biaya sebesar Rp.
250.000., yang merupakan konsumsi dalam pelaksanaan/proses penyelesaian
sengketa tanah, namun biaya konsumsi ini hanya berlaku pada tahun 2012 saja,tahun
2013-2016 dalam proses penyelesaian sengketa tidak dipungut biaya apapun,semua
biaya dalam pelaksanaan sengketa yang terjadi dibebankan kepada pemerintah desa.
2. Keputusan
Keputusan adalah penarikan kesimpulan keterangan dari semua pihak yang
bersengketa, sehingga adanya atau timbulnya putusan yang kemudian hasil keputusan
ini disampaikan oleh Kepala Desa selaku mediator sekaligus hakim dalam
permasalahan yang terjadi kepada para pihak yang bersengketa.
3. Perkara di Ajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang
Apabila salah satu pihak keberatan atas keputusan Dewan Desa, Kepala Desa
menawarkan pihak yang keberatan agar mengajukan masalah persengketaannya
tersebut ke Pengadilan Negeri Enrekang, sebelum sengketa tersebut di bawa ke
Pengadilan Negeri Enrekang, pihak yang menggugat harus membuat surat tembusan
ke Kecamatan, setelah dari Camat, barulah sengketa tanahnya tersebut dibawah ke
Pengadilan Negeri Enrekang.
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Tabel 4
Sengketa Tanah di PN Enrekang
Tahun Jumlah Sengketa Tanah Yang Masuk di PN Enrekang
2012 9 Sengketa Tanah
2013 14 Sengketa Tanah
2014 10 Sengketa Tanah
2015 11 Sengketa Tanah
2016 19 Sengketa Tanah
Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Enrekang
Sengketa tanah yang masuk di Pengadilan Negeri Enrekang dari tahun 2012-
2016 berjumlah 63 kasus yang selesai di Pengadilan Negeri Enrekang yang
berkekuatan hukum tetap.
Dalam proses sengketa tanah yang terdaftar di PN Enrekang yang terjadi yaitu
sengketa tanah melalui banding yang kemudian berstatus hukum tetap. Menurut
Bapak Darwis S.H selaku Panmud Perdata di PN Enrekang “banyaknya kasus yang
masuk di PN Enrekang dari tahun 2012-2016 berjumlah 63 sengketa tanah dan desa
bambapuang memang tidak pernah mengajukan sengketa tanah di PN Enrekang
semenjak tahun 2012-2016” ucapnya.18
18 Bapak Darwis S.H, wawancara, Ketua Panmud Perdata PN Enrekang, 15
Maret 2017
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Kemudian pengadilan Negeri Dalam pemeriksaan perkara sengketa perdata
yang diantaranya mengenai hak atas tanah, hakim yang mengadili wajib
mengusahakan perdamaian antara kedua belah berperkara. Dasar hukumnya, Pasa
154 R.Bg atau Pasal 130 H1R:
a) Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka
pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan
mereka;
b) Apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta
perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan
perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai
putusan yang biasa;
c) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding;
d) Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan
seorang juru bahasa.19
Berdasarkan ketentuan di atas, pada hari sidang pertama apabila kedua belah
pihak hadir, pada saat itulah hakim dapat berperan secara aktif. Untuk keperluan
perdamaian hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan
kepada kedua belah pihak berperkara. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka
berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim dipersidangan hasil
perdamaian yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangah yang ditulis di
19 K.Wantjik Saleh, 1981, Hukum Acara Perdata RVG/HIR, Jakarta, Penerbit Ghalia
Indonesia, hal.23-24
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atas kertas bermaterai atau acte van darling.
Berdasarkan adanya perdamaian tersebut maka hakim menjatuhkan
putusannya atau acte van vergelijk, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk
memenuhi isi perdamaian yang sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan
seperti putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dapat dimungkinkan.
Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan. Dengan dicapainya
perdamaian maka proses pemeriksaan perkara berakhir. Itulah wujud penyelesaian
sengketa tanah oleh pemerintah desa Bambapuang menurut nara sumber Bapak
Kepala Desa Bambapuang Abd. Muis dan Bapak Kepala Dusun Desa Bambapuang
Baharuddin.
Tabel 5
Penyelesaian sengketa tanah melalui proses Mediasi
Penyelesaian Sengketa Tanah
Tahun Mediasi Pengadilan
2012 10 -
2013 5 -
2014 4 -
2015 2 -
2016 3 -
Sumber Data: Kepala Desa,Panitera PN Enrekang
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Dengan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa memang di Desa Bambapuang
jika terjadi suatu sengketa tanah,sengketa tanah tersebut akan berakhir damai dengan
proses mediasi. Sehingga mengakibatkan jarangnya/tidak adanya kasus sengketa
tanah di Desa Bambapuang yang berakhir/diproses di PN Enrekang dari sejak tahun
2012-2016.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai mediator
untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah adalah :
a. Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun
b. Kepala desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa
c. Mengumpulkan data
d. Mediasi
e. Keputusan
f. Pihak yang menolak keputusan membawa kasus ke Camat
g. Penyelesaian melalui Pengadilan
3. Wujud penyelesaian sengketa tanah
a. Perdamaian
b. Keputusan
c. Perkara di ajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang
B. SARAN
Setelah menguraikan bab-bab sebelumnya, maka saran-saran yan penulis
dapat sampaikan adalah sebagai berikut :
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1. Agar Pemerintah lebih rutin mengadakan sosialisasi mengenai hak milik dan
hukum yang berlaku/sanksi yang akan didapat bagi para pihak sengketa tanah
hak milik, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi lagi
sengketa/perebutan hak milik tanah.
2. Pemerintah Desa setidaknya, membuat bukti/arsip apabila terjadi perdamaian
yang berisi perjanjian damai, sehingga tidak akan timbul keinginan untuk
bersengketa lagi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang baru bagi peneliti
selanjutnya.
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